
PENGELOLAAN SAMPAH 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 1. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 24 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 
 
 
ABSTRAK : -  Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke 

hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 26 Tahun 2007, UU No 18 Tahun 2008, UU No 32 
Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, 
UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 82 Tahun 2001, PP NO 79 
Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2007, Permendagri No 33 Tahun 2010, Perda 
Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Ketapang No 11 Tahun 
2008;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Sampah, 
Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah spesifik, 
Tempat samaph rumah tangga, Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan 
industri, Kawasan khusus, Orang, Badan Hukum, Penghasil sampah, Pengelolaan 
sampah, Tempat pembuangan sementara, Unit Pengelolaan Sampah, Tempat 
Pemrosesan Akhir, Kompensasi, dan Badan; Ketentuan mengenai: Pengelolaan 
Sampah; Azas dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kebijakan 
Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; 
Hak dan Kewajiban; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Kerjasama dan Kemitraan; 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pembiayaan dan Kompensasi; Peran 
Masyarakat; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Larangan; 
Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Penyidikan, Ketentuan Pidana; 
Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. 
 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2015. 



AREAL KONSERVASI DAERAH 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 2. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 15 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH 
 
 
ABSTRAK : -  Sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber 

daya alam  dan lingkungan hidup dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi 
budaya dan tradisi lokal masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu 
menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 
Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1990, UU No 12 Tahun 1992, UU No 39 Tahun 1999, UU 
No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 
2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 
12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 82 Tahun 2001, 
PP No 79 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2007, PP No 24 Tahun 
2010, PP No 28 Tahun 2011, PP No 38 Tahun 2011 dan Keppres No 32 Tahun 1990; 
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, Areal 
Konservasi Daerah, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, Sumber Areal Konservasi, 
Daya Areal Konservasi, Hutan, Kawasan Hutan, Hak Ulayat, Tanah, Tata Ruang, Air, 
Daerah Aliran Sungai, Bantaran sungai, Wilayah Pesisir, Kelautan, Ekosistem Pesisir, 
Pulau-pulau kecil; Mekanisme Konsultasi Publik, Masyarakat Adat, Peran Serta 
Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pihak Ketiga, Hukum Adat, Kearifan Lokal, 
Pembiayaan, dan Mitigasi; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan; Kriteria dan Arah 
Kebijakan Penetapan Areal Konservasi Daerah; Penetapan Areal Konservasi Daerah; 
Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggungjawab; Pengakuan Masyarakat Adat; 
Peran Serta Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pendataan dan Akses 
Informasi; Perizinan Pengelolaan Areal Konservasi Daerah; Pembiayaan; Penyidikan; 
Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. 
 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2015. 

 



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2015-2035 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 3. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 51 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN TAHUN 2015-2035 
 
 
ABSTRAK : -  Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 
23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; 
PP No 8 Tahun 2013, PP No 3 Tahun 2012, Permendagri No 47 Tahun 2012, 
Permendagri No 56 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, Perda 
Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2011;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Provinsi, Daerah, 
Bupati, Pemerintahan Daerah, Ruang, Penataan Ruang, Tata Ruang, Struktur ruang, 
Pola ruang, Rencana tata ruang, Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, 
Pengendalian pemanfaatan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang, Wilayah, 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, 
Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten, Rencana sistem jaringan prasarana 
wilayah kabupaten, Rencana pola ruang wilayah kabupaten, Wilayah Pesisir, Pulau 
Kecil, Kawasan, Kawasan pemukiman, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, 
Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat 
Pelayanan Kawasan, Pusat pelayanan Lingkungan, Jalan, Sistem jaringan jalan, 
Terminal Angkutan Penumpang, Angkutan penyeberangan, Pelabuhan, Pelabuhan 
Sungai, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan 
Pengumpan, Terminal, Terminal Khusus, Bandar Udara, Bandar Udara pengumpul 
(hub), Bandar Udara Pengumpan (spoke), Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Daerah 
Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, Daerah Irigasi Rawa, Daerah Irigasi Permukaan, 
Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lahan cadangan pertanian pangan 
berkelanjutan, Kawasan lindungan, Kawasan budi daya, Kawasan Strategis Nasional, 
Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan andalan, Hutan, 
Kawasan hutan, Kawasan hutan konservasi, Kawasan cagar alam, Kawasan hutang 
lindung, Kawasan hutan lindungan, Kawasan hutan produksi, Hutan kota, Ruang 
terbuka hijau, Cagar budaya, Situs cagar budaya, Kawasan cagar budaya, Kawasan 
peruntukkan pertambangan, bahan tambang, Perkebunan, Kawasan perkebunan, 
Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pertahanan negara, Arahan 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Indikasi program utama jangka menengah 
lima tahunan, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, 
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, Ketentuan perizinan, Ketentuan 
insentif dan disinsentif, Arahan sanksi, Masyarakat, Peran masyarakat, dan Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Tujuan, 
Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur 



Ruang Wiayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan 
Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Arahan Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Ketentuan Penyidikan; 
Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; 
 

- Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini tidak diketahui jumlah halaman penjelasan dan lampirannya. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Agustus 2015. 

 



PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNANA SERTA POLA KEMITRAAN 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 7. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 42 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA 
PERKEBUNANA SERTA POLA KEMITRAAN 
 
 
ABSTRAK : -  Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara Nasional dan dengan  
ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, suatu 
aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang Perizinan dan Pembinaan  
Usaha Perkebunan; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 12 Tahun 1992, UU No 41 Tahun 1999, UU No 25 
Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; 
UU No 23 Tahun 2014, UU No 39 Tahun 2014, PP No 40 Tahun 1996, PP No 16 
Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007, PP No 10 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2010, PP 
No 15 Tahun 2010, PP No 38 Tahun 2010, PP No 73 Tahun 2013, Permenhut No 
P.53/Menhut-II/2008 Tahun 2008, Permen Kelautan dan Perikanan No 
Per.20/Men/2008 Tahun 2008, Permentan No 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 
2009, Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013; Permenhut No 
P.28/Menhut-II/2010 Tahun 2010, Permentan No 02/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 
2014, Kepmentan No 947/Kpts/OT.210/10/97 Tahun 1997, dan Perda Kabupaten 
Ketapang No 3 Tahun 2015;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, 
Dinas, Kepala Dinas, Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha perkebunan, 
Perkebunan Besar, Usaha Perkebunan Besar, Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat hukum 
adat, Lahan perkebunan, Usaha budidaya tanaman perkebunan, Usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan, Pelaku usaha perkebunan, Pekebun, Skala tertentu, 
Perusahaan Perkebunan, Hasil perkebunan, Pengolahan hasil perkebunan, Izin Usaha 
Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Surat 
Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Koperasi, Kemitraan 
Usaha Perkebunan, Kebun Plasma, Petani Plasma, Kelompok tani, 
Replanting/Peremajaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengawasan secara administrasi, 
Pengawasan secara teknis operasional, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 
Upaya Pengelolaan Lingkungan, dan Upaya Pemantauan Lingkungan; Ketentuan 
mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup serta Fungsi Perkebunan; Jenis dan 
Perizinan Usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha 
Perkebunan; Kemitraan, Perubahan Luas Laahan, Jenis Tanaman, dan/atau 
Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha; Kewajiban Perusahaan 
Perkebunan; Koperasi Perkebunan; Tenaga Kerja; Kebun Mandiri; Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perkebunan; Penggunaan 
Lahan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan 
Ketentuan Penutup; 
 



- Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan 
Pola Kemitraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan dan 17 lampiran. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 

 



IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 8. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 15 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 
 
 
ABSTRAK : -  Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi,  sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah 
ditetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin 
usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 18 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 
28 Tahun 2000, PP No 30 Tahun 2000, PP No 54 Tahun 2010, PermenPU No 4 
Tahun 2011, PermenPU No 1 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, 
dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2015;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintahan Daerah, Bupati, Jasa Konstruksi, Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha 
Jasa Konstruksi, Izin  Usaha Jasa Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, Perencana 
konstruksi, Pelaksana konstruksi, Pengawas konstruksi, Domisili, Sertifikat, Klasifikasi, 
Kualifikasi, Pembinaan, Lembaga, dan Unit Kerja/Instansi; Ketentuan mengenai Asas, 
Maksud dan Tujuan;  Usaha Jasa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Hak dan 
Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi yang 
Memberikan IUJK; Pemberdayaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Sistem 
Informasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; 
 

- Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 6 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 

 



PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KETAPANG 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 9. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 37 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DI KETAPANG  
 
ABSTRAK : -  Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi 

kependudukan di wilavah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari kegiatan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 1 Tahun 1974, UU No 8 Tahun 1981, UU No 7 Tahun 1989, UU No 39 
Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2006, UU No 23 Tahun 2006, 
UU No 28 Tahun 2009, UU No 52 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2001, UU No 12 tahun 
2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 34 Tahun 1975, PP No 27 Tahun 1983, PP No 31 
Tahun 2994, PP No 37 Tahun 2007, PP No 54 Tahun 2007, Perpres No 25 Tahun 
2008, Perpres No 26 Tahun 2009, Permendagri No 38 Tahun 2009, Permendagri No 9 
Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Ketapang No 8 Tahun 2002;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kepala 
Dinas, Administrator Data Base, Supervisor, Operator, Kecamatan, Camat, Kelurahan, 
Lurah, Desa, Kepala Desa, Rukun Tetangga, Administrasi Kependudukan, Penduduk, 
Penduduk Kabupaten, Warga Negara Indonesia, Orang Asing, Izin Tinggal Terbatas, 
Izin Tinggal Tetap, Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran 
Penduduk, Peristiwa Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, 
Keluarga, Anggota Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pencatatan Sipil, 
Penjabat Pencatatan Sipil, Dokumen Pencatatan Sipil, Akta Catatan Sipil, Peristiwa 
Penting, Peristiwa penting lainnya, Pindah Datang Penduduk, Dokumen 
kependudukan, Kartu Identitas, Biodata penduduk, Data Kependudukan, Petugas 
Registrasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Data Pribadi, Kantor Urusan 
Agama Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penduduk Musiman, Kartu Identitas 
Penduduk Musiman, dan Pengadilan; Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban 
Penduduk; Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendaftaran 
Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Kabupaten atau Sebagian Kabupaten Dalam 
Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
Perlindungan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sosialisasi, Pengawasan dan 
Pengendalian; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan 
Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; 
 

- Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan 
Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 8 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 



PENYELENGGARAAN KEPELABUHAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 10. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 35 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHAN, 
ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN 
 
 
ABSTRAK : -  Ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan 

penyeberangan di Kabupaten Ketapang  merupakan upaya pembinaan yang meliputi 
penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepelabuhanan dan 
angkutan sungai, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2008, UU No 23 
Tahun 2014, PP No 1 Tahun 1998, PP No 61 Tahun 2009, PP No 5 Tahun 2010, PP 
No 20 Tahun 2010, Permenhub No PM 51 Tahun 2011, Perda Kabupaten Ketapang 
No 11 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2013;  
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Kabupaten, 
Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 
Kepala Dinas, Badan, Transportasi, Jaringan Transportasi, Pelayaran, Keselamatan 
Pelayaran, Kapal, Pelabuhan, Kepelabuhan, Tatanan Kepelabuhan Nasional, 
Pelabuhan Umum, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan 
Pengumpan Lokal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai, Penyelenggaraan Pelabuhan, 
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggaea Pelabuhan, Angkutan Laut, Angkutan 
Penyeberangan, Angkutan Sungai, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan 
Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Terminal, Terminal Khusus, Terminal untuk 
Kepentingan Sendiri, Tata Ruang, Penataan Ruang, Hak pengelolaan atas tanah, 
Badan Usaha Pelabuhan, Konsesi, Angkutan di perairan, Perairan pelabuhan, 
Angkutan penyeberangan, Tempat tambat/sandar dan labuh kapal, dan Barang 
Khusus; Ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhan; Rencana Induk Pelabuhan, 
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; Prasarana 
Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Fasilitas untuk Penyandang Cacat dan atau 
Orang Sakit; Sistem Informasi dan Statistik; Pembinaan; Pengawasan dan 
Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Penutup; 
 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 

 



BANGUNAN GEDUNG 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 11. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 77 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
 
 
ABSTRAK : -  Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 
merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan 
Gedung; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 15 Tahun 1985, UU No 4 Tahun 1997, UU No 18 Tahun 1999, UU No 28 
Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 18 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, 
UU No 44 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 1 tahun 2011, UU No 12 Tahun 
2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 36 Tahun 2005, PP No 26 Tahun 2008, PP No 15 
Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2012, Permendagri No 32 Tahun 2010, dan Perda 
Provinsi Kalbar No 3 Tahun 2015; 
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, 
Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bangunan gedung, Bangunan 
gedung adat, Penyelenggaraan bangunan gedung, Penyelenggara bangunan 
gedunng, Mendirikan bangunan gedung, Mengubah bangunan gedung, Membongkar 
bangunan gedung, Izin Mendirian bangunan gedung; Garis sempadan bangunan 
gedung; Pengawas, Rencana Tata Ruang Kabupaten Ketapang, Rencana Rinci Tata 
Ruang Kabupaten Ketapang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Tim Ahli 
bangunan gedung; Peraturan Zonasi, dan Koefisien Dasar Bangunan; Ketentuan 
mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi dan Kalsifikasi Bangunan 
Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim 
Ahli Bangunan Gedung; Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung; Pembinaan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.   
 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 27 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 



PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN 
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT 
2015 
 
PERDA KAB. KETAPANG NO. 12. LD. 2015 SETDA KAB. KETAPANG: 8 HLM. 
PERATURAN DAERAH KAB. KETAPANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 
KABUPATEN KETAPANG  KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH 
 
 
ABSTRAK : -  Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang, Pemerintah 
Kabupaten Ketapang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat; 
 

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 
1959, UU No 8 Tahun 1995, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 
Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, 
PP No 58 Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2007, PP No 1 Tahun 
2008, dan Perda Provinsi Kalbar No 7 Tahun 2012; 
 

- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PT 
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Modal, 
Penyertaan modal (investasi) daerah, Deviden, Investasi Jangka Panjang, dan Kas 
Umum Daerah; Ketentuan mengenai: Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; 
Bagian Laba; Pengelolaan dan Penatausahaan; Pembinaan dan Pengawasan; 
Pelaporan; Penarikan dan Ketentuan Penutup. 

 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015. 

 


